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salinan PUTUSAN
Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Tgr.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah
menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Calodo, 17 September 1990, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Jalan Tanjung Batug (rumah Sewaan Ibu
Marhumah), Rt.004, Kelurahan Muara Sanga-Sanga,
Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara,
sebagai Pemohon;

melawan
XxX, tempat dan tanggal lahir Majueleng, 17 Oktober 1993, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Jalan Kampung Tale, Dusun
Lemmemang, Desa Boto Tandre, Kecamatan Majeuleng,
Kabupaten Wejo, Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka

persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16
Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
1167/Pdt.G/2018/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah,

menikah pada tanggal 11 September 2011, terdaftar pada Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan,
dengan Kutipan Akta Nikah 279/16/1X/2011 tanggal 12 September 2011,

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina
rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan
bertempat tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Muara Sanga-sanga,
Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun,
kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah saudara
Termohon di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara selama
2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di
Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
dua orang anak bernama :

a. xxx, umur 5 tahun;
b. xxx, umur 2 tahun;
dan Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon
dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengakaran yang terjadi antara Pemohon
dengan Termohon tersebut disebabkan karena a. Termohon memiliki
sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan
nasehat orang lain, selain itu Termohon juga tidak menyukai orangtua
Pemohon dan ketika marah Termohon selalu berkata kasar kepada
Pemohon dan keluarga Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan
Termohon terjadi pada tahun 2014 akibatnya Pemohon dan Termohon
pisah tempat kediaman karena Termohon diantar pulang Pemohon ke
tempat kediaman orangtua Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke

Pengadilan Agama Tenggarong;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Memberi izin kepada pemohon, (xxx) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama
Tenggarong ;

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sesuai aturan yang berlaku;
SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan
Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula
mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap
persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut
sebagaimana relaas nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Tgr. untuk Termohon yang
dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya di persidangan
tidak dengan alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain
selaku kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha
perdamaian antara Pemohon dan Termohon di persidangan, dan juga tidak
dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Termohon
tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah
tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan
permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo
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Nomor:279/16/1X/2011 Tanggal 12 September 2011, yang isinya
menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon,

kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi
tanda pada surat tersebut dengan tanda P;
Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga
menghadirkandua orang saksi, yang masing-masing bernama :
1. xxx, tempat tanggal lahir di Lamemang, tanggal 17 April 1999, agama
Islam, pendidikan SD, status kawin, pekerjaan nelayan, tempat tinggal
di Rt.10, Kelurahan Muara Sanga-Sanga, Kecamatan Sanga-Sanga,
Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai

berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon

adalah paman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon adalah karena Termohon mempunyai sifat egois yang

berlebihan dan tidak mau menerima pendapat orang lain;
- Bahwa sejak tahun 2014 yang lalu Pemohon dengan Termohon

sudah berpisah tempat tinggal, Karena Termohon diantar Pemohon ke

rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon,

namun tidak berhasil;
2. xxx, tempat tanggal lahir di Lamemang, tanggal 25 September 1979,

agama Islam, pendidikan SD, status kawin, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Rt.10, Kelurahan Muara Sanga-Sanga,
Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah

sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon

adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon adalah karena Termohon mempunyai sifat egois yang
berlebihan dan tidak mau menerima pendapat orang lain serta

Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2014 yang lalu Pemohon dengan Termohon

sudah berpisah tempat tinggal, Karena Termohon diantar Pemohon ke

rumah orang tuanya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon,

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lainnya
berupa apapun lagi di persidangan, dalam kesimpulannya Pemohon
memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan
semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka
untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup
menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya
perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7
ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon
tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun dan
membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di
persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan

5
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yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan
menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya
Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi
(tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan
Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. berupa
potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, maka harus
dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan
suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh
Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalii permohonan
Pemohon dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dan keterangan kedua orang
saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon
mempunyai sifat yang egois yang berlebihan, tidak mau menerima pendapat
orang lain dan Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon dan telah
berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan tidak berkumpul lagi
sebagaimana layaknya suami isteri, maka secara formal keterangan 2 (dua)
saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana semula melakukan
hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam satu rumah
tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan
tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh
karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil
permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah
tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan
sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang
telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu

sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan
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yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari
perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;
Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon dan seringnya terjadi perselisihan
dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan
Termohon mempunyai sifat yang egois yang berlebihan, tidak mau menerima
pendapat orang lain dan Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon,
menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami
istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga,
ditambah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun
2014, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petujuk
Allah SWT. dalam Al Qur’an Surah Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi :

pdle grow a Ul 98 Sl g0 e 0 ] 5
Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan
Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta
Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon
dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama
Tenggarong;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember
2018 Masehi bertepatan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Drs. H.
Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H.
Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidl Anwar,
S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon:

Ketua Majelis,

ttd
Drs. H. Arifin, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd
Drs. H. M. Mursyid

ttd
Drs. H. Ahmad Syaukani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd
Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :
- Biaya Pendaftaran Rp.  30.000,00

- Biaya Proses Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp. 620.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 711.000,00

Salinan sesuai aslinya
Tenggarong, 19 Desember 2018
Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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